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ANALISIS YURIDIS MALPRAKTIK
DOKTER DI RUMAH SAKIT
Oleh:
Amir Ilyas
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Abstract: On his way, not all of the alleged malpractice is proven in court. Even some
af the alleged malpractice allegations to the doctor just a camoufiage in order to obtain
compensation performed by the patient's family, Facing such conditions, today has become
a necessity for doctors to better understand the legal aspects of their profession, including
rte criminal law. The offenses addressed to physicians as a result o|mitpiactice octions are
fune, setforth in the Book of Criminal Law Act (hereinafter abbreviated and the penal Code)
wd in the penal provisions contained in other legislation.
Kqwvords : Malpractice, D octor, Hospital
Abstrak: Dalam perialanannya, tidak semua dugaan malpraktik terbukti di pengadilan.
fuhkan tidak sedikit dugaan malpraktek yang dituduhkan kepada dokter hanya merupakan
k'onuflase dengan tuiuan rnemperoleh ganti rugi yang dilakukan oleh keiuarga pasien.
lfrenghadapi kondisi demikian, dewasa ini sudah menjodi kebutuhan bagi dokter untuk lebih
wmahami ospek-ospek hukum dalam menjalankan profesinya, termasuk hukum pidana.
Tindak pidana yang dituiukan kepada dokter sebagai akibat tindakan malpraktek yang
&,lakukannya, diatur dalam Kitab (Jndang-undang Hulatm Pidana (dan untuk selanjutnya
'ffisingkat KUHP) maupun di dalam ketentuan pidono yang terdapat dalom peraturan
peran d an g - u n dan g an I a inny a.
Kota Kunci: Malpraktik, Dokter, Rumah Sakit
'UI{DAHULUANPada hakekatnya, Rumah Sakit adalah suatu
urganisasi yang sifatnya memang sudah
honrpleks, kini dengan perkemban ganzaman
fu teknologi makin lama makin bertambah
hmpleks pula bertambah padat modal, padat
ffiga, padat teknologi, dan padatpersoalan
dnlam berbagai bidang antara Lain: hukum,
c&onomi, etik, HAM, teknologi, dan lain-
MiaJika dahulu dalam manajemen Rumah
ffiekit yang dipentingkan adalah terutama
dffitrblin kedokteran, kini ditambah pula
fugan disiplin hukum, ekonomi, sosial dan
mmnnajsrnsn. Karena masing-masing disiplin
m'rmmnpunyai prinsip dan sudut pandang yang
berlainan, maka seringkali berbenturan satu
sama lain. Spencer pernah mengutip ucapan
salah seorang manajer dari St Thomas,s
Hospital, I yang meng atakanbahwa:
"Running a big business ls a piece of
cake compared with running a hospital.
A hospital is about the most comlex
institution there is"
Perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi di bidang kedokteran yang
penerapannya dilalarkan di Rumah Sakit
membuat bertambah kompleks manajemen
Rumah Sakit. Masyarakat bertambah
1 J.A.Spencey Managemen in Hospital, Fqver and
Faber,24 Russel Square London, 1969, dikutip
dari J. Guwand| Hospital Law,Balaipenerbit FK-
UI, Jakarta, 2005, hlm. 4.
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Profesi dokter merupakan profesi yang
begitu mulia, karena dokter merupakan salah
satu tempat bagi pasien menggantungkan
harapan untuk dapat sembuh dari
penyakit yang dideitanya. Harapan yang
digantungkan oleh seorang pasien meliputi
pula kepercayaan sepenuhnya bahwa dokter
akan mengusahakan yang terbaik untuk
kesembuhannya. Suatu tugas yang cukup
berat dan sekaligus mulia yang diemban
dokter menuntut kehati-hatian dalam
menj alankan profesi tersebut.
Berbagai kepustakaan hukum kedokteran
menyebutkan bahwa dalam menjalankan
profesinya, seorang dokter tidaklah dapat
menjamin kesembuhan pasien. Seperti
diketahui, tubuh manusia penuh dengan
berbagai kemungkinan dan kekhasan.
Keberadaan dokter adalah berkewajiban
mengusahakan penyembuhan pasiennya,
yang disebut juga kontrak terapeutik.
Dalam hal ini, tidaklah berarti dokter harus
menjamin hasilnya. Apabila muncul hasil
dari tindakan medis yang tidak diharapkan
ssperti kematian, sepenuhnya menjadi resiko
pasien yang bersangkutan.2
Kendatipun mengemban tugas mulia,
seonmg dokter tetaplah manusia, yang
mmgkin salah dan khilaf dalam menjalankan
profesinya. Walaupun pada dasarnya seorang
dokter berrnaksud unfuk memberikan
pertolongan kepada pasiennya, tidak
menutup kemungkinan terjadi kesalahan
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kritis terhadap pelayanan pengob atan yang
diberikan. Maka perlu dipersiapkan langkah_
langkah terhadap dampak hukum yarry
mungkin timbul terhadap manajemen Rumah
Sakit akibat tuntutan dari pasien baik secara
Perdata maupun pidana.
dalam memberikan tindakan medik yang
dapat mengakibatkan kerugian pada pasien.
Kesalahan dokter dalam menjalankan profesi
medis yang tidak sesuai dengan standar
profesi medis dalam menjalankan profesinya,
dikenal dengan istilah mal praktek.3 Akibat
Malpraktek, tidak sedikit pula yang akhirnya
berakhir di persidangan rlan terhadap dokter
tersebut, dijatuhi sanksi pidana berdasarkan
hukum yang berlaku.
Di sisi lain, masyarakat pengguna jasa
medis pun menjadi lebih sadar akan hak_
haknya. Masyarakat menjadi lebih kritis
terhadap setiap tindakan dokter dalam
merawat pasiennya. Hal ini menuntut pula
kehati-hati an yang lebih dari seorang dokter.
Dalam perjalanannya, tidak semua
dugaan malpraktik terbukti di pengadilan.
Bahkan tidak sedikit dugaan malpraktek yang
dituduhkan kepada dokter hanya merupakan
kamuflase dengan tujuan memperoleh ganti
rugi yang dilakukan oleh keluarga pasien.
Menghadapi kondisi demikian, dewasa ini
sudah menjadi kebutuhan bagi dokter untuk
lebih memahami aspek-aspek hukum dalam
menjalankan profesinya, termasuk hukum
pidana.
Tindak pidana yang ditujukan kepada
dokter sebagai akibat. tindakan malpraktek
yang dilakukannya, diatur dalam Kitab
Undang-undang Hukum pidana (dan untuk
selanjutnya disingkat KUHP) maupun di
dalam ketentuan pidana yang terdap at dalam
peraturan perundang_undangan lainnya.
Mengacu pada KtIHp, Jenis tindak pidana
yang dapat didakwakan kepada dokter yang
melakukan mal praktek dalam menjalankan
profesinya, diantaranya adalah tindak
pidana kelalaian yang mengakibatkan luka
2 J. Guwandi,Dalder dan Hukum:19g6, hlm. l5_lg
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atau luka berat (Pasal 360 KUHP) ataupun
mengakibatkan kematian (pasal 359 KUHP),
yang dikualifikasikan dengan pemberatan
ancaman pidananya bila dilakukan dalam
rangka melakukan pekerjaannya (pasal
361 KUHP). Sedangkan pidana lain yang
bukan kelalaian yang mungkin didakwakan
diantaranya adalah pembuatan keterangan
palsu (Pasal 267-268 KUHP), aborsi illegal
(Pasal 349 KUHP jo Pasal 347 dan 348
KUHP), Penipuan (Pasal 382 bis), serta
Euthanasia (Pasal 344 KUHP).
Melihat ada kemungkinan terjadinya
malpraktek secara sengaja, namun sebagian
besar malpraktek tefadi diluar adanya ulsur
kesengajaan. Dalam hal ini, telah tedadi
kelalaian medis yang dilakukan dokter dalam
menjalankan profesinya. Dalam kondisi ini,
bukan berarti bahwa dokter tersebut dapat
terbebas dari pertanggungjawaban hukum.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pengertian Rumah Sakit dan Pelayanan
Kesehatan
Rumah sakit berasal bahasa Belanda, dari
terjemahan Zeikenhuis. Walaupun bahasa
Belanda mengenal kata hospital, Ziekberarti
sakit, zieken berarti banyak orang sakit,
sehingga diterjemahkan menjadi rumah para
orang sakit dan dipersingkat menjadi rumah
sakit.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
menyebutkan bahwa rumah sakit adalah :
"Gedung tempat merawat orang sakit
atau gedung tempat menyediakan dan
memberikan pelayanan kesehatan yang
meliputi berbagai masalah kesehatan."
Selain itu, Ensiklopedi Nasional Indonesia
memberikan defenisi bahwa Rumah Sakit
adalah:
"Sarana yang menyediakan pelayanan
kesehatan rawat jalan dan rawat inap.
Rawatj alan berupa klinik yang bergantung
pada besarnya rumah sakit yang dapt
bersifat tunggal atau terdiri dari banyak
bagian sesuai pelayanan spesialistik.
Sedangkan yang ada pada rawat inap
adalah melayani pasien yang diperlu
dirawat, yang biasanya terbagi dalam
bagian-bagian sesuai jenis penyakit,
kelompok umur dan jenis kelamin."
Sedangkan menurut rumusan World
Health Organization (WHO), rumah
sakit adalah: "Usaha yang menyediakan
pemondokan yang memberikan jasa
pelayanan medik jangka pendek dan jangka
panjang yang terdiri atas tindakan observasi,
diagnotik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk
orang-orang yang menderita sakit, terluka
dan untuk mereka yang melahirkan.,'
Departemen Kesehatan memberikan
pengertian rumah sakit sebagai berikut:
"Rumah sakit adalah sarana upaya
kesehatan yang menyeleng garukan
pelayanan kesehatan serta dapat
dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga
kesehatan danpenelitian. Upayape lay anan
kesehatan yang diselenggarakan oleh
rumah sakit meliputi pelayanan rawat
inap, rawat jalan, pelayanan gawat
darurat, pelayanan medik dan pelayanan
penunjang medik dan non medik."
Rumah sakit sebagai salah satu sarana
kesehatan, dapat diklasifikasikan sebagai
berikut:4
L. Berdasarkan pada
penyelenggara
pemilik dan
Rumah sakit dapat dibedakan menjadi
rumah sakit pemerintah dan rumah sakit
swasta. Rumah sakit pemerintah dimiliki
dan diselenggarakan oleh Departemen
4 Sri Paptianingsih, Kedudukan Hukum perawat
dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah
Sakit, Jakarta: Rajagarafndo Persada, 2006, h. 93-
94.
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Kesehatan, Pemerintah Daerah, ABRI Pelayanan kesehatan dapat dibedakan
(sekarang TNI dan POLRI), dan BUMN. dalam dua golongan yakni:5
Rumah sakit swasta dimiliki dan L. Pelayanan kesehatan primer Qtrimary
diselenggarakan oleh yayasan yang sudah health care),atau pelayanan kesehatan
disahkan sebagai badan hukum dan badan masyarakat adalah pelayanan
lain yang bersifat sosial.
2. Berdasarkan pada jenis pelayanan
Berdasarkan bentuk pelayanannya
rumah sakit dapat dibedakan menjadi
rumah sakit umum (RSU) dan rumah
sakit khusus. Rumah sakit umum adalah
rumah sakit yang memberikan pelayanan
kesehatan untuk semua jenis penyakit
dari yang bersifat dasar sampai dengan
subspesialistik. Rumah sakit khusus
adalah rumah sakit yang meyelenggarakan
pelayanan kesehatan berdasarkan jenis
penyakit tertentu atau disiplin ilmu.
Misalnya Rumah Sakit Paru-paru, Rumah
Sakit Jantung, dan sebagainya.
3. Berdasarkan klasifikasi
Berdasarkan pada kemampuan
pelayanan, ketenagaan, fisik, dan peralatan
yang dapat tersedia, rumah sakit umum
pemerintah dan daerah diklasifikasikan
sebagai berikut :
1.1. RSU kelas A mempunyai fasilitas
dan kemampuan pelayanan medis
spesialistik luas dan subspesialistik
luas.
1.2. RSU kelas B mempunyai
dan kemampuan pelayanan
fasilitas
medis
sebelassekurang-kurangnya
spesialistik dan subspesialistik
terbatas.
1.3. RSU kelas C mempunyai fasilitas
dan kemampuan pelayanan medis
spesialistik dasar.
1.4. RSU kelas D mempunyai fasilitas dan
kemampuan pelayanan medis dasar.
kesehatan yang paling depan, yang
pertama kali diperlukan masyarakat
pada saat mereka mengalami gangguan
kesehatan atau kecelakaan.
2. Pelayanan kesehatan sekunder dan
tersier (secondary and tertiary health
care), adalah rumah sakit tempat
masyarakat mendapatkan perawatan
lebih lanjut.
Pelayanan kesehatan masyarakat pada
prinsipnya mengutamakan pelayanan
kesehatan promotif dan prefentiv. pelayanan
promotif adalah upaya peningkatan
kesehatan masyarakat kearah yang lebih
baik lagi dan prefentiv untuk mencegah agar
masyarakat terhindar dari penyakit. Sebab itu
pelayanan kesehatan tidak hanya tertuju pada
pengobatan individu yang sedang sakit saja.
Dalam rangka menunjang terwujudnya
pelayanan kesehatan yang baik dan optimal,
pemerintah menetapkan berlakunya standar
pelayanan medis di rumah sakit dan standar
pelayanan rumah sakit. Standar pelayanan
medis tersebut merupakan sendi utama dalam
upaya peningkatan mutu pelayanan medis
di Indonesia. Standar polayanan meedis ini
merupakan hukum yang mengikat para pihak
yang berprofesi di bidang kesehatan, yaitu
unfuk mengatur pelayanan kesehatan dan
untuk mencegah terjadinya kelalaian staf
medis dalam melakukan tindakan medis.6
5 J"^1t^J"*rAsuransi Kesehatan dalam Bench-
marking Rumah Sakit dalam Menghadapi Krisis
Ekonomi,Univ. Sumatera Utara:ppS, 2002, h. 2.6 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan per-
tanggungjawaban Dokter, Jakarta: Rineka Cipta,
2005,h.43.
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Standar pelayanan medis terdiri dari dua
bagian. Pertama, memuat tentang standar
penyakit dengan dua belas spesialisasi kasus-
kasus penting, yaitu:7
1. Bagian bedah;
2. Bagian bedah ortopedi;
3. Bagianjiwa;
4. Bagian kardiologi;
5. Bagian kulit dan kelamin;
6. Bagian obstetri dan ginekologi;
7. Bagian paru;
8. Bagian penyakit dalam;
9. Bagian penyakit anak;
10. Bagian saraf;
11. Bagian mata;
12. Bagian telinga, hidung dan
tenggorokan.
Sedangkan bagian standar pelayanan
medis yang kedua meliputi:
1. Bagian anestesi;
2. Bagian patologi, anatomi, forensik,
klinik;
3. Bagian radiologi.
Rumah sakit adalah tempat untuk
menyelenggarakan salah satu upaya
kesehatan yaitu upaya pelayanan kesehatan
ftealth services). Dalam Pasal58 dinyatakan
pula bahwa sarana kesehatan tertentu
harus berbentuk badan hukum antara lain
rumah sakit. Ini berarti bahwa rumah sakit
tidak dapat diselenggarakan oleh orang
perorangan (individu, natuurlijk persoon),
Etapi harus diselenggarakan oleh suatu
badan hukum (rechts persoon) yang dapat
berupa perkumpul an, yayasafi atau perseroan
Erbatas.8
Pelayanan kesehatan merupakan usaha
5i,mg dilakukan oleh pemerintah bersama
masyarakat dalam rangka meningkatkan,
1 lbid.,h.44.
t lbid.,
memelihara, dan memulihkan kesehatan
penduduk yang meliputi pelayanan preventif,
promosi, kuartif, dan rehabilitatif. Dalam arti
sempit, vpaya itu dilakukan oleh lembaga-
lembaga yang memberikan pengobatan
kepada seseorang yang sakit, dalam hal ini
adalahrumah sakit.e
Hubungan Pasieno Dokter dan Rumah
Sakit
Transaksi terapeutik merupakan perjanjian
antwa pasien dengan dokter dan/atau rumah
sakit, transaksi ini berupa hubungan hukum
yang melahirkan hak dan kewajiban bagi
kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi
yang biasa dilakukan oleh masyarakat,
transaksi terapeutik memiliki sifat atau
ciri khusus yang membedakannya dengan
perjanjian pada umumnya. Kekhususannya
terletak pada atau mengenai objek yang
diperjanjikan. Objek yang diperjanjikan
ini adalah berupa upaya atau terapi untuk
penyembuhan pasien. Jadi perjanjian atau
transaksi terapeutik adalah transaksi untuk
menenfukan atau upaya mencari terapi yang
paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh
dokter. Jadi menurut hukum, objekperjanjian
ini bukan kesembuhan pasien, melainkan
mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan
pasien.ro
Sebagaimana umumnya suatu perikatan,
dalam transaksi terapeutik juga terdapat para
pihak yang mengikatkan diri dalam suatu
perikatan atau perjanjian. Yaitu rumah sakit/
dokter sebagai pihak yang memberikan atau
melaksanakan pelayanan medis dan pasien
sebagai pihak yang menerima pelayanan
9 Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum perawat
Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Rumah
Sakit, Jakarta: Rajagrafindo persada, 2006, h.19.
10 Bahder Johan Nasuti on, Op.Cit., hal. I 1.
t
I
]
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Hubungan hukum ini bersumber pada Selanjutnya apabila dilihat dari hubungan
kepercayaanpasien terhadap dokter, sehingga hukum yang timbul antara pasien dan rumah
pasien bersedia memberikan persetujuan sakit dapat dibedakan pada dua macam
tindakan medik (informed consent), yaitu perjanjian, yaitu:
medis. Jadi secara umum, apa yang diatur
dalam perjanjian menurut Buku III Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, berlaku
pula dalam perjanjian terapeutik. Hanya
saja dalam perjanjian terapeutik, ada
kekhususan tertentu, yaitu tentang ikrar
atan cara mereka mengadakan perjanjian.
Sebab dalam perjanjian terapeutik dijelaskan
bahwa dengan kedatangan pasien kerumah
sakit tempat dokter bekerja, dengan tujuan
untuk memeriksakan kesehatannya atau
untuk berobat, telah dianggap adanya suatu
perj anj ian terapeutik. I t
suatu persOtujuan pasien untuk menerlma
upaya medis yang akan dilakukan
terhadapnya. Hal ini dilakukaflnya setelah
mendapat informasi dari dokter mengenai
upaya medis yang dapat dilakukan untuk
menolong dirinya, termasuk memperoleh
infomasi mengenai segala resiko yang
mungkin terjadi.t2
Namun ada kondisi lain Yang
memungkinkan adanya hubungan hukum
antaru dokter dan pasien adalah karena
keadaan pasien yang sangat mendesak untuk
segera mendapatkan pertolongan dari dokter.
Misalnya dalam kecelakaan lalu lintas,
terjadi bencana alam maupun karena adarrya
situasi lain yang menyebabkan keadaan
pasien sudah gawat, sehingga menyulitkan
bagi dokter untuk mengetahui dengan pasti
kehendak pasien. Dalam keadaan seperti ini
dokter langsung melakukan apa y ang disebut
dengan zaahuaarneming sebagaimana
diatrr dalam Pasal1354 KUHPerdata, yaitu
tt rbid. hd. 12
12 lbid. hal.28
suatu bentuk hubungan hukum yang timbul
bukan karena adanya "persetujuan tindakan
medik" terlebih dahulu, melainkan karena
adanyakeadaan yang memaksa atau keadaan
darurat.r3
Dalam hal pasien lkeluarganya menyqtujui
advis dokter untuk menjalani perawatan di
rumah sakit dan rumah sakit bersedia untuk
memberikan pelayanan kesehatan yang
diperlukan pasien, maka hak dan kewajiban
pasien dan dokter serta rumah sakit timbul
sejak pasien masuk kerumah sakit untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan.
a) Perjanjian perawatan, dimana terdapat
kesepakatan antara rumah sakit dan
pasien bahwa pihak rumah snkit
menyediakan kamar perawatan dm
di mana tenaga perawatan melakukm
tindakan perawatan.
b) Perjanjian pelayanan medis, di mrna
terdapat kesepakatan antata rum*
sakit dan pasien bahwa tenaga medio
pada rumah sakit akanberupaya secar
maksimal untuk
pasien melalui tindakan
Inspannings Verbintenis .
Hubungan hukum yang terjadi
pasien dan rumah sakit termasuk
perjanjian pada umumnya yang dalam
1234 BW ditentukan bahwa
perikatan adalah untuk memberikan
untukberbuat sesuatu, atau untuktidak
sesuatu". Dalam perjanjian ini
rumah sakit adalah untuk melakukan
sehingga pasien mendaPatkan
AMAIINAGAPPA
13 lbid. hal.30.
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Tindakan utamanya memberikan pelayanan
kesehatan yang antar lain dilakukan oleh
dokter dan perawat.ra
Sebagai suatu perjanjian, maka hubungan
antara pasien dengan rumah sakit harus
memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian
yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW
yaitu:t5
L) kesepakatan para pihak yang
mengikatkan dirinya;
2) kecakap an paru pihak untuk membuat
perikatan/melakukan kesepakatan;
3) suatu hal tertentu;dan
4) suatu sebab yang halal.
Dengan adanya ketentuan di atas maka
proses terhadap kepastian perlindungan
hukum bagi pasien dan rumah sakit terjadi
dengan lahirnya kata sepakat yang disertai
dengan kecakapan untuk bertindak dalam
perjanjian, diantara pasien dengan dokter/
tenagakesehatan danrumah sakit. Pasien dapat
mengajukan gugatan pertanggungjawaban
berdasarkan pada wanprestasi (contractual
liability) sebagaimana diatur dalam pasal
1239 KUHPerdata, juga berdasarkan
pada perbuatan melanggar hukum
(onrechtmatigedaad) sesuai dengan ketentuan
psal 1365 KUHPerdata.
Dari hubungan hukum yang terjadi
mtara pasien, dokter dan rumah sakit lalu
nelahirkan hak dankewajiban bagi para
Flak. Sebagaimana yang diatur dalam UU
W{o.2912004 tentang Praktek Kedokteran
ksal 52 yang menentukan pasien dalam
merima pelayanan pada praktik kedokileran,
mempunyai hak:
a. mendapatkan penjelasan secara
lengkap tentang tindakan medis
Sri Praptianin gsih, Op.cit., Hal.ll2.
Ibid. Hal.30
c.
d.
e.
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (3);
meminta pendapat dokter atau dokter
gigi lain;
mendapatkan pelayanan sesuai dengan
kebutuhan medis;
menolak tindakan medis;
mendapatkan isi rekam medis.
Selain hak pasien yang diatur dalam
UU Praktek Kedokteran, hak-hak pasien
sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan
juga terdapat dalam UU No.8/1999 tentang
perlindungan konsumen Pasal 4, y aitu:16
a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengonsumsi
barang dan/atau jasa;
b, hak untuk memilih dan mendapatkan
barang dan/atau jasa sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;
c. hak atas infomasi yang benar, jelas dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang danlatau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan
keluhannya atbs barang danlatau jasa
yang digunakan;
e. hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen
secara patut;
f. hak untuk mendapat pembinaan dan
pendidikan konsumen;
g. hak untuk diperlakukan atau dilayani
secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
h. hak untuk mendapatkan kompensasi,
ganti rugi dar/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima
16 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Per-
lindungan Konsumen, Pasal 4.
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tidak sesuai dengan perjanjianatau
tidak sebag aimana mestinya;
i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan
perundang-undangan lainnya.
Disamping hak, pasien juga mendapatkan
kewajiban yang lahir dari hubungan hukum
yang dilakukanny a, yaitu :
a. Memberikan infomasi yang lengkap
b. Melaksanakan nasihat dokter atau
tenaga kesehatan
c. Berterus terang apabllatimbul masalah
dalam hubungannya dengan dokter
atau rumah sakit
d. Memberikan imbalan jasa
e. Memberikan ganti rugi apabila
tindakannya merugikan dokter atau
rumah sakit.rT
Berdasarkan pada perjanjian terapeutik
yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi
para pihak, dokter juga mempunyai hak
dan kewajiban sebagai pengemban profesi.
Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi
adalah:r8
a. Hak memperoleh informasi yang
selengkap-lengkapnya dan sejujur-
jujurnya dari pasien yang akan
digunakannya bagi kepentingan
diagnosis maupun terapeutik.
b. Hak atas imbalan jasa atau honorarium
terhadap pelayanan yang diberikannya
kepada pasien.
c. Hak atas itikad baik dari pasien atau
keluarganya dalam melaksanakan
transaksi terapeutik.
d. Hak membela diri terhadap tuntutan
atau gugatan pasien atas pelayanan
kesehatan yang diberikannya.
keluarganya.
Di samping itu, juga dokter mempunyai
kewajiban yang harus dilaksanakan,
kewajiban tersebut meliputi:
a. Kewajiban umum
b. Kewajiban terhadap penderita
c. Kewajiban terhadap teman sejawatnya
d. Kewajiban terhadap diri sendiri.
Dalam hal rumah sakit pemerintah, maka
dokter dan perawatyangbekerja pada rumah
sakit tersebut tidak menjalankan hak dan
kewajibannya sebagai aparut melainkan hak
dan kewajiban rumah sakit sebagai badan
hukum publik. Sebab itu tanggungjawab dari
semua tindakan yang bersumber dari hak dan
kewajiban menjadi tanggungjawab rumah
sakit.re
Dalam hubungan antara rumah sakit
dengan pasien, rumah sakit menawarkan
upaya pelayanan kesehatan dengan
meyediakan sarana, prasarana, dan sumber
daya kesehatan. Rumah sakit memikul beban
tanggung gugat apabila pelayanan kesehatan
yang diberikan tidak memenuhi standar
pelayanan rumah sakit dan standar profesi
tenaga kesehatan.
Rumah sakit merupakan organ yang
mempunyai kemandirian untuk melakukan
perbuatan hukum. Oleh karena itu, rumah
sakit yang dipandang sebagai ,,recht person,
juga dibebani hak dan kewajiban. Secara
umum hak rumah sakit dalam pelayanan
kesehatan antat a lain : 20
1) Membuat peraturan rumah sakit;
2) Mensyaratkan pasien unfuk mentaati
segala peraturan rumah sakit;
19 lbid.hal.206.
20 Indar, Tanggungjawab Hukum Rumqh Sakit Dalam
Pelayanan Kesehatan : Suaru persfektif Hukumke_
sehatan Di Indonesia,Jurnal Ilmu HukumAmana_
gappaVol. 12, Juni, 2004,hal.204.
l7
l8
e. Hak untuk memperoleh persetujuan
tindakan medik dari pasien atau
Bahder Johan Nasuti on, Op. Cit., hal.34.
Ibid. hal. 31.
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3) Mensyaratkan pasien untuk tunduk
dan taat terhadap segala instruksi yang
diberikan oleh dokter kepadanya;
4) Memilih dan meyeleksi tenaga dokler
yang akan dipekerjakan pada rumah
sakit yang bersangkutan;
5) Menuntut pihak-pihak yang telah
melakukan wanprestasi kepada rumah
sakit
Sedangkan kewajiban rumah sakit selain
diatur dalam hukum dan peraturan perundang-
undangan, juga dirumuskan dalam Kode Etik
Rumah Sakit yang meliputi:2r
1)Kewajiban umum rumah sakit yang
meliputi:
a. mengawasi serta bertanggung jawab
terhadap semua kejadian di rumah sakit
(corporate liability);
b. memberikan pelayanan yangbaik (duty
ofdue care);
c. memberikan pertolongan emergency
tanpa mengharuskan pembayaran uang
muka lebih dahulu;
d. memelih ara peralatan dengan balk agar
selalu dalam keadaan siap pakai;
e. merujuk kerumah sakit lain jika tidak
tersedianya peralatan atau tenaga
spesialis yang dibutuhkan oleh pasien.
2) Kewajiban rumah sakit terhadap
masyarakat yakni harus berlaku jujur dan
peka terhadap saran dan kritik masyarakat
dan berusaha terjangkau pasien diluar
dinding rumah sakit;
3) Kewajiban rumah sakit terhadap pasien,
yakni:
a. mengindahkan hak-hak asasi pasien;
b. memberikan penjelasan apa yang
diderita pasien dan tindakan apa yang
harus dilakukan serta resiko yang
gil lbid.hal.26.
mungkin timbul;
c. meminta persefujuan
consent);
(informed
d. menjaga rahasia pasien.
4)Kewajiban rumah sakit terhadap tenaga
staf, yakni:
a. Mengadakan seleks i tenaga dokter;
b. Mengadakan kordinasi yang baik antar
seluruh tenaga dirumah sakit;
c. Mengawasi agat segala sesuatu
dilakukan berdasarkan standar profesi;
d. Berlaku adil.
Karena dipandang sebagai badan hukum
yang memiliki hak dan kewajiban, rumah
sakit dapat dimintai pertanggungiawaban
apabila terjadi suatu perbuatan melawan
hukum. Rumah sakit secara institusional
bertanggungjawab terhadap segala
konsekuensi yang timbul berkenaan dengan
pelanggaran terhadap kewajibannya dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan.22
Sehubungan dengan tanggungjawab
rumah sakit yang berkaitan dengan personalia
dikenal tiga doktrin yaitu23
1) Wcarious Liability atau Respondent
Supuerior
Prinsip utama doktrin ini adalah atasanlah
yang bertanggung jawab atas semua
kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan.
Rumah sakit bertindak sebagai atasan dari
staf rumah sakit yang bertindak sebagai
bawahan.
2) Hospital Liability
Menurut doktrin ini rumah sakit
bertanggung jawab atas semua kejadian
atau peristiwa di dalam rumah sakit.
Dalam hal kesalahan seorang dokter, maka
tanggungjawab akan diambil alih oleh
22 lbid. ha1.205.
23 lbid.hal.207-201.
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rumah sakit. Pihak rumah sakit kemudian
akan menggunakan hak regresnya untuk
meminta ganti rugi kembali kepada dokter
yang melakukan kesalahan tersebut.
3l strict Liabilw
Dalam doktrin ini dianut bahwa rumah
sakit bertanggung jawab atas semua
kejadian terlepas dari kesalahan rumah
sakit tersebut. Disini berlaku asas "Res
Ipsa Laquitor" yaitu fakta yang berbicara.
Pengertian dan Unsur-unsur Malpraktik
Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga
menyebutkan istilah malpraktik dengan
malapraktik yang diartikan dengan:
Praktik kedokteran yang salah, tidak
tepat, menyalahi undang-undang atau
kode etik.
Sementara itu kamus Inggris-Indonesia
cetakan ke dua belas mengartikan
'malpractice' atau malpraktik sebagai:24
L. Salah mengobati, cara mengobati
pasien yang salah;
2. Tindakan yang salah
Black's Law Dictionary menYebutkan
bahwa:
"Malpraktik adalah setiap sikap/
tindak yang salah, kurang keterampilan
dalam ukuran yang tidak wajar. Istilah
ini umumnya digunakan terhadap sikap
tindak dari para dokter, pengacara, dan
akuntan. Kegagalan untuk memberikan
pelayanan profesional dan melakukannya
pada ukuran tingkat keterampilan dan
kepandaian yang wajar oleh teman
sejawat rata-rata dari profesinya di dalam
masyarakat, sehingga mengakibatkan
luka, kehilangan, atau kerugian Pada
penerima layanan yang mempercayai
mereka, termasuk didalamnya adalah
sikap-tindak profesi yang salah, kurang
keterampilan yang tidak wajar menyalahi
24 Kamus Inggris Indonesia, John M, Echols dan
Hasan Shadilym Cetakan Ke dua belas.
kewajiban profesi atau hukum, praktik
yang sangat buruk, illegal, atau sikap
tindak-amoral."
Veronika dalam bukunya Hukum Etika
dalam Praktik Dokter memberikan defenisi
mengenai malpraktik sebagai berikut:2s
"Istilah malpraktik berasal dari
malpractice yarLgpada hakikatnya adalah
kesalahan dalam menjalankan profesi
yarLg timbul sebagai akibat adanbya
kewajiban-kewajiban yang harus
dilakukan dokter."
Sementara itu malpraktik medik menurut
Safitri Hariyani mengutip dari pendapat
Vortsman dan Hector Treub dan juga atas
Rumusan Komisi Annsprakelijkheid dari
KNMG (IDInya Belanda) adalah:26
"seorang dokter melakukan
kesalahan profesi jika ia tidak melalcukan
pemeriksaan, tidak mendiagnosis, tidak
melakukan sesuatu, atau tidakmembiarkan
sesuatu yang oleh dokter yang baik pada
umumnya dan dengan situasi kondisi
yang sama, akan melakukan pemeriksaan
dan diagnosis serta melakukan atau
membiarkan sesuafu tersebut."
Contoh-contoh malpraktik adalah ketika
seorang dokter atau tenaga kesehatan:
a, meninggalkan kain kasa di dalam
rahim pasien;
b. melupakan keteter di dalam Perut
pasien;
c. menunda persalinan sehingga janin
meninggal di dalam kandungan
ibunya;
d. menjahit luka operasi dengan asal-
asalan sehingga pasien terkena infeksi
berat;
e. tidak mengikuti standar profesi dan
standar prosedur oPerasional.
Adapun pemikiran tentang malpraktik itu
sendiri antaralain dikemukakan oleh Kartono
Veronika Komalawati. Op.Cit. hal. 87.
Safitri Hariyani, Op.Cit. hal. 63.
25
26
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Mohamad (Mantan ketua IDI), bahwa: "Para
dokter jangan sok kuasa dan menganggap
pasien cuma perlu dicecoki obat. Pasien
jangan lagi mau diam, seharusnya pasien
mempertanyakan resep, dosis dan jenis terapi
kepada dokter dengan kritis. Cari pendapat
kedua dari dokter lain sebagai pembanding.
Ini memang agak susah karena sebagian
masyarakat masih menilai posisi dokter
begitu tinggi."
Untuk menguji apakah yang dilakukan
dokter dalam menjalankan profesinya itu
merupakan suatu malpraktiki atau bukan,
Leenen menyebutkan lima kriteria, seperti
yang dikutip oleh Fred Ameln, yaitu:21
l-. Berbuat secara teliti/seksama
(zorgvulding hendelen) dikaitkan
dengan kel alaiar, (culp a). Bila seorang
dokter bertindak onvoorzihteg, tidak
teliti, tidak berhati-hati maka ia
memenuhi unsur-unsur kesalahan;
bila ia sangat tidak berhati-hati, ia
memenuhi unsur Culpa Lata;
2. Yang dilakukan dokter sesuai ukuran
ilmu medik (Volgens de medische
standoard);
3. Kemampuan rata-rata (average)
dibanding kategori keahlian medis
yang sama (gemiddelde bewaamheid
van gelijke medische categorie);
4. Dalam situasi dan konsdisi yang sama
(ge I ij ke o m s t an d i n gh e d en) ;
5. Sarana upaya (middelen) Yang
sebanding/prop orsional (asas
proporsionalitas) dengan tujuan
kongkret tindakan/Perbuatan
medis tersebut ( tot het concreat
handelingsdoel).
27 FredAmeln, 1991. Kapita Selekta Hukum Kedok-
teran. Grafrkatamalaya. Jakarta. hal. 87.
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Sungguh tidak mudah menentukan
tindakan dokter itu suatu malpraktik atau
bukan. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat
leenen, menurut Guwandi, ada pertanyaan
yang harus dijawab:28
1. Apakah dokter lain yang setingkat
dengannya tidak akan melakukan
demikian?
2. Apakahtindakan dokter itu sedemikian
rupa sehingga sebenarnya tidak akan
dilakukan oleh teman sejawatnya
uang lain;
3. Apakah tidak ada unsur kesengajaan
(opzet intentional);?
4. Apakah tindakan itu tidak dilarang
oleh undang-undang?
5. Apakahtindakan itu dapatdigolongkan
pada suatu medical error?
6. Apakah terdapat unsur kelalaian
(negligence)?
7. Apakah akibat yang timbul itu
berkaitan langsung dengan kelalaian
dari pihak dokter?
8. Apakah akibat itu tidak bisa
dihindarkan ata.u dibayangkan
(foreseability) ?
9. Apakah akibat itu bukan suatu risiko
yang melekat (inherent risk) pada
tindakan medik tersebut?
10. Apakah dokter sudah mengambil
tindakan antisipasinya, misalnya jika
timbul reaksi negatif karena obat-
obatan tertentu?
Berkenaan dengan hal tersebut, Adami
chazawi menyebutkan bahwa malpraktik
medik terjadi jika dokter atau orang yang ada
di bawah perintahnya dengan sengaja atau
28 J. Guwandi. 2006. Dugaan Malpraktik Medik dan
Draft WP: perjanjian Terapuetik antara Dolder
dan Pasien. Fakultas Kedokteran Universitas
Indonesia, Jakarta. hal. 14.
j
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karena kelalaian melakukan perbuatan (aktif
atau pasif) dalam praktik medik terhadap
pasiennya dalam segala tingkatan yang
melanggar standar profesi, standar prosedur,
atau prinsip-prinsip kedokteran, ata:u dengan
melanggar hukum tanpa wewenang, dengan
menimbulkan akibat kerugian bagi tubuh,
kesehatan fisik, maupun mental dan atau
nyawa pasien dan oleh sebab itu membentuk
pertanggungjawaban hukum bagi dokter.2e
Menurut munir Fuady, agar suatu tindakan
dokter dapat digolongkan sebagai tindakan
malpraktik haruslah memenuhi elemen-
elemen yuridis sebagai berikut:3o
L. Adanya tindakan dalam arti ,,berbuat,,
atau "tidak Berbuat" (pengabaian);
2. Tindakan tersebut dilakukan oleh
dokter atau oleh orang di bawah
pengawasannya (seperti oleh perawat),
bahkan juga oleh penyelia fasilitas
kesehatan, seperti rumah sakit, klinik,
apotek, dll;
3. Tindakan tersebut berupa tindakan
medik, baik berupa tindakan
diagnostik, terapi atau juga manajemen
kesehatan;
4. Tindakan tersebut dilakukan terhadap
pasiennya;
5. Tindakan tersebut dilakukan secara :
a. Melanggar hukum dan atau;
b. Melanggar kepatutan , dan atau;
c. Melanggar kesusilaan, dan atau
d. Melanggar prinsip-prinsip
profesionalitas.
5. Dilakukan dengan kesengajaan
atau ketidak hati-hatian (kelalaian/
kecerobohan);
7. Tindakan tersebut mengakibatkan
pasiennya mengalami:
a. Salah tindak, dan atau;
b. Rasa sakit, dan atau;
c. Luka, dan atau;
d. Cacat, dan atau;
e. Kematian, dan atau;
f. Kerusakan pada tubuh dan atau
jiwanya, dan atau;
g. Kerugian laiwrya terhadap pasien;
PENUTUP
Demikianlah penjelasan mengenai
Malpraktik yang dilakukan oleh dokter di
Rumah Sakit. Berdasarkan uraian di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa Unsur-
unsur malpraktek, yaitu:
l. Adanya unsur kesalahan/kelalaian yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam
menj alankan profesinya;
2. Adanya perbuatan yang tidak sesuai
dengan standar prosedur operasional;
3. Adanya luka berat atau mati, yang
mengakibatkan pasien cacat atau
meninggal dunia;
4. Adanya hubungan kausal, dimana luka
berat yang dialami pasien merupakan
akibat dari perbuatan dokter yang tidak
sesuai dengan standar pelayanan medis.
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